PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2% TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Menimbang

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan -Pasal 97 ~ayat (1) =~ °
Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 201611." RET
sebagaimana telah diubah denga,n Peraturan._ i
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 - tentang -
Perubahan Atas Peraturan Pemermtah },\Eomor A8
Tahun = 2016 tentang Perangkat Daerah SRS St
mengamanatkan bahwa Perangkat ‘Daérah - yang .
pelaksanaan tugas dan fungsinya telah “dapat
dilaksanakan oleh kelompok - ga’batan fungsmna}
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya . -
telah digantikan secara penuh oleh’ kelompok jaba‘tan S

fungsional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 3 ayat (1) huruf
b Peraturan Menteri Pendayagunaan’ Apaz atur Negara S
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 - =
tentang Penyetaraan Jabatan Adm1mstras1._, ke
Jabatan  Fungsional, mengamanatkem “bahwa. ..o
penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi. Daerah e
bahwa dalam rangka mewujudkan blmkrasz yangs oo
dinamis dan profesional sebagai: upaya- penmgkatan”;_] o
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja =
pemerintah daerah, perlu dilakiikan penyederhanaan e

birokrasi melalui penyetaraan jabatai admmmtram ke SR

dalam jabatan fungsional;

bahwa berdasarkan pertimbangan ”sebagaimana e
dimaksud dalam huruf a, huruf b, ‘dan huruf c, perlu o :
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, '~
Susunan Organisasi, Tugas dan’ Fungsi, serta’ Tata’i:.'f*ﬁ
Kerja Dinas Koperasi, Usaha’ K@cﬂ dan Menengahf-__--: e

Provinsi Kalimantan Barat;




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang ‘Dasar Negma '
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang -
Pembentukan Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi.
Kalimantan  Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik .

Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahzmj‘-: o

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang :
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lemharan Negara -

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan - o

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Y E

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang =~
Perkoperasian {Lembaran Negara Repubhk Indonesm-_-;. SRS
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara' ES R

Republik Indonesia Nomor 5355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teméngf:r

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rép{;t'biik-.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran S

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenf&ng'.- R
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan =~ =
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) -
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan’ terakhlr R
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negaza Republik ~ o
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan'" SR

Lembaran Negara Republik Indenesm Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang TR S
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 =~ @
tentang Usaha Mikro, Kecil dan- Menengah (Lembaran-_'-"'-'_-_”-3. 0
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema_ o

Nomor 5404);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang;__' : o
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk_'--ﬁ_; e
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan S

Lembaran Negara Republik TIndonesia Nomer 5887)

sebagaimana telah diubah - deng&n 3 Pera.turan-’_ A
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan: . .
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 = @~ =
tentang Perangkat Daerah (Lembaran: Negara Repubhk' SR
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,. Tambahan': B

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 02)




Menetapkan

10.

11.

12.
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 i"?'Te.ntang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan ';: : -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan -

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ’Z‘eniang o

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 'N_é_)morﬂ 11 -

Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawéi'Negéri'Sipﬂ o
(Lembaran Negara Republik Indonesia” Tahun 2017 =
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repubhk' o

Indonesia Nomor 67);

Peraturan Menteri Pendayagunaan __Aparatur' Négaré

dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesza .
Tahun 2021 Nomor 523);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 .
tentang Penyederhanaan Struktur Orefamsasz pada‘ :
Instansi Pemerintah untuk Peayedeihanaan 1311 okrasz"-'- . '_ .
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Nomor_ e

546);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan @ Perangkat . Daelala"-;.'.'-_ i
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi = -
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan = = -
Lembaran Daerah Provinsi Kalimarntan Barat Nomor .=~
6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan -
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua . Atas  Peraturan - .
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan =

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi '_Kélliinaﬂtaﬁ :

Barat (Lembaran Daerah Provinsi 'Kaﬁm&ritéﬁ Barat i
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lemba:ran Daerah- e

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA -
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14

15.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik |

Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyeienggara o

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerlmahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. _ S
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. =

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

yang selanjutnya disebut Dinas adalah wunsur pelaksana - umsz—m'
pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecﬂ dan Menengah' L

Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasmnal'. _
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Koperasi, Usaha Keml da_n- -
Menengah Provinsi Kalimantan Barat. :

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adala,h profeoz bagl iy

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang g
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawa1 ASN -
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan - “perjanjiarn.
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas -

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 1&11‘111};& dan"_;

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS . adalah warga ﬁegaraf,._.':"_ L
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN ..

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki gabatan'
pemerintahan. :

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsfl dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemelm‘sahan T

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsz c:ian
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada:'

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menciudukz Jabatan- :
Fungsional pada instansi pemerintah,. '
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16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassmg o
pada jabatan fungsional yang setara.

17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan -
atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para
anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi
aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya
sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

18. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan
Koperasi. :

19. Koperasi Primer adalah Koperasi yvang didirikan oleh dan. beranggotakan
orang perseorangan.

20. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan ber anggotakan N
badan hukum Koperasi.

21.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang :
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan =
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

22.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang b@rdm sendm :
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang  dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih . :
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang- }j o
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan: Menengah. - -

BABII
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. .

BAB HI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan - urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan -'pe'raturan B
perundang-undangan. |
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Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

perumusan program kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

perumusan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, p‘engawasari '
dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;

pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan - o

dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usalia kecil;
penyelenggaraan urusan pemerintahan di  bidang perizinan dan -
kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan -
pemberdayaan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pengoordinasian  dan pembinaan teknis di bidang perizinan dan

kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan =

pemberdayaan usaha kecil;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan kelembagaan, g
pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan
usaha kecil;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja _Instansi-
Pemerintah (SAKIP}, dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Gubernur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentua_n
peraturan perundang-undangarn.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
Kepala Dinas;
Sekretariat;

Bidang Perizinan dan Kelembagaan;

a.
b
c
d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;

f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

g. Unit Pelaksana Teknis; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

k3




. Baglan Ke‘tlga i
: Kepala Dmas :_ '_ o

Pasai 6 | ' i

mempunyai tugas memlmpm, merumuskan : koordina
mengarahkan, menyelenggarakml mengevaluam mela
Dinas di bidang koperam usaha kecﬂ dan menencva
peraturan perundang- undangan L

Dinas mempunyai funvs1

a. peﬂetapan program kexga d1 bldang pemzsm_

pemberdayaan usaha kecﬂ

e. pembinaan dan- mengarahkan” kegla’f:an-__ i
kelembagaan, pengawasan dan pemerﬂisaan,:
pemberdayaan usaha kecﬂ ' :

peraturan peru11dang-undang&n
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Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat
mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di
lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di
lingkungan Dinas;

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana Kkerja di lingkungan
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP}, dan pelayanan publik di lingkungan
Dinas;

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
sekretariat;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

j- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

k. pelaksanaan fungsi lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
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Pasal 11

(1} Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

(2} Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di
bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub.
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidaﬁg -
umum dan aparatur di ingkungan Dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentusn
peraturan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub' =
Bagian Umum dan Aparatur;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris belkenaan dengan'.-__.' -
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1aporar1 terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang dlsemhkan o

oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasai.ll ayaf 1y - -

huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di

bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sesuaz S

dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub
Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan keblgakan d] bldang' e
keunangan dan aset di lingkungan Dinas; | QEETE

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas 'da?.:ri f&i‘agéi ""-'d'i
lingkungan sekretariat; SR

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungm d1 bldang e

keuangan dan aset;

e. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuanj__ R

peraturan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub:'

Bagian Keuangan dan Aset;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekre’taris berkenaaﬂ dengan-:_"..__, L

tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunaﬂ laporan ‘cerhadap'__-:-';":_g R

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan- aset; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bldang keuangan dan aset yang: diserahkan oleh- ;
sekretaris. -

Bagian Kelima

Bidang Perizinan dan Kelembagaan |

Pasal 16

Bidang Perizinan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud Ciiéiaiii.":ﬁ?asal“"s
ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yvang. bera{ia ch bawahfﬁ';: e

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan d:aié”._ S E

merwmuskan kebijakan teknis di bidang perizinan dan keiembagaan kope1 asi, B o
monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi, serta’ bertaﬁggunggawab
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di badang perzzman’:':[' ST

dan kelembagaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam . Pasal 1'7 Bidang |

Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

& penyusunan program kerja Bidang Perizinan dan Keiembagaam

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bldang perlzman dan : B

kelembagaan kopergss. momtem1g, evaluasa,npelapc)ran d&m data kapez*as&
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c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perizinan
dan kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data
koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan
kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan
kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi,

pelaporan dan data koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
perizinan dan kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan
data koperasi;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang perizinan dan kelembagaan koperasi,
monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
perizinan dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keenam
Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 19

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penilaian kesehatan - kopelam
simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi -dan pénerapan

sanksi, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi di bidang pengawasan dan pemeriksaan,

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang.
Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian
kesehatan koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan,. usaha
koperasi dan penerapan sanksi;
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c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di’ b1da11g pemlalan

kesehatan koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan usaha __
koperasi dan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang—- B

undangan,

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penﬂaiaﬂ___ke_é,ehataﬁ _
koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi dan .

penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penilaiari_._
kesehatan koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan usaha -

koperasi dan penerapan sanksi;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas. dan funﬂsn ci1 I
bidang penilaian kesehatan koperasi simpan = pinjam, pemerzksaan““'--'

kelembagaan, usaha koperasi dan penerapan sanksi sesuag ketentuan*-' SRR

peraturan perundang-undangan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bldang N
penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan S

usaha koperasi dan penerapan sanksi;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas belkenaan i
dengan tugas dan fungsi di bidang penilaian kesehatan koperas1 Sll’l‘lpal‘l

dan

pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi da;a penerapan sanksh o e

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 'Dinas“ di bida’ngi..;: e

pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang~_ L

undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemberdayaan Koperasi

Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)._ o

huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang bezada di bawah dan. i

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas menylapkan bahan dan.i.".:
merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, peningkatan kuahi:as usaha.‘-

dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan Sl

perlindungan koperasi, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegzatan*. S

pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan koperasi.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bidang S

Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Koperas1 : T SRR
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di b1dan0f faszhtam

peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia - }s:o;;;e}:&gI Rl

pengembangan, peﬁguatan dan- pezhndu:ngan k@perasz
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¢. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi,
peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia  koperasi,
pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi, peningkatan
kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan,

penguatan dan perlindungan koperasi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; |
e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang '-faSiiitasi,-- .
peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, -
pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi; - '

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan .-fungsi d1 .

bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia .~

koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperaSI sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; '

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas: di bidang

fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperas:t

pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi, penmgkatan kuahtas usahai._ -
dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan penguatan dan-_-'

perlindungan koperasi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dmas dl ‘bldang*;._

pemberdayaan koperasi sesuai ketentuan peraturan pemndang—undangan

Bagian Kedelapan
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Pasal 25

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam’ 'Pas&I':'S'_'_.
ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah'--_ SR

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan ba}ian déﬁ]' SR

merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan pf:mngkatan kualitas

kewirausahaan usaha kecil, pengembangan, penguatan dan - perlmdunganj'_ : :
usaha kecil, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan e

dan administrasi di bidang pemberdayaan usaha kecil.

[ FEARO % PERA
Iomenum E
!

3

I
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Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang
Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan
peningkatan kualitas kewirausahaan wusaha kecil, pengembangarn,
penguatan dan perlindungan usaha kecil;

penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi
dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembangan,
penguatan dan perlindungan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

penyelenggaraan urusan pemerintahan di  bidang fasilitasi dan
peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembangan,
penguatan dan perlindungan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangarn;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan -
peningkatan kualitas kewirausahaan wusaha kecil, pengembangan,
penguatan dan perlindungan usaha kecil;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi d1 S

bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil,

pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil sesuai ketentuan -

peraturan perundang-undangan,;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang :

fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil,

pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan -
dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas
kewirausahaan usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perhndungan

usaha kecil; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bldang'-

pemberdayaan usaha kecil sesual ketentuan peraturan perundang»- o

undangan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (]).'

huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tekmnis operaszonai
atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),-di§jimpin biéh e
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada -
Kepala Dinas melalui Sekretaris. '
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Pasal 29

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis

pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat {1} huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan
pelayanan teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Koordinator dan/ataun Sub Koordinator Jabatan
Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

'
L _




(1)

(2)

(3)

(1)
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Pasal 32

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yvang belum diangkat dan dilantik
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan
diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya  ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan  Penyetaraan
Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB 1V
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaku.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan
vang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima
persen] dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit,
yvang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi.

—
|
3
1
H
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(2)
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BAB V

TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 35

Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada
bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 36

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2} Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan

pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Dinas tetap melaksanakan tugasnya sepanjang
belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
Nomor 110} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 90
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 91), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontian
pada tanggal 70 Ay Dol

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal “0 ;40

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

e

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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